Menimbang

Mengingat

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 12/22/PBI1/2010
TENTANG

PEDAGANG VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung
pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang valuta asing
sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki
peranan yang cukup strategis, khususnya dalam
perkembangan pasar valuta asing domestik;

bahwa dengan perkembangan kegiatan pengiriman uang
di luar jasa perbankan, pedagang valuta asing dapat turut
berperan dalam kegiatan pengiriman uang;

bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih
sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang
berkesinambungan, pedagang vauta asing perlu
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-
hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,
termasuk penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a huruf b dan huruf c, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai pedagang valuta asing;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagamana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nila Tukar (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3844);

4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKA N:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEDAGANG

VALUTA ASING

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesiaini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Uang Kertas Asing (banknotes), yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang kertas
dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia
yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal
tender).

Traveller’'s Cheque, yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan dalam
valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pedagang Vauta Asing (money changer), yang selanjutnya disebut PVA, adalah
perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan pembelian TC.

PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan
bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli
UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam
Peraturan Bank Indonesiaini.

PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan
Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha
jua beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan
dalam Peraturan Bank Indonesiaini.

Bank Umum Bukan Bank Devisa adaah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang belum memperoleh
izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta
asing.

Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa adalah Bank Umum Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk
melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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11. Pengiriman Uang (money remittance) adalah kegiatan pengiriman uang
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
kegiatan usaha pengiriman uang.

12. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang untuk
selanjutnya disebut sebaga APU dan PPT, adalah upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
pada PV A Bukan Bank.

13. Direks adalah Direks sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagai mana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

15. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA.

16. Laporan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disebut LKU, adalah laporan transaks
pembelian dan penjualan UKA, laporan transaksi pembelian dan pencairan TC,
serta laporan transaksi kegiatan usaha Pengiriman Uang.

BAB Il
JENIS DAN KEGIATAN USAHA PVA
Pasal 2

PV A terdiri dari:

a PVA Bukan Bank;

b. PVA Bank

Pasal 3

(1) Kegiatan usahayang dilakukan oleh PV A terdiri dari:
a. jua dan beli UKA; dan
b. pembelian TC.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVA
Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang dengan tunduk
pada ketentuan Bank Indonesia mengenal kegiatan usaha pengiriman uang.

Pasal 4

PVA dilarang:

a.  bertindak sebaga agen penjua TC;

b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap dan transaksi derivatif
lainnya untuk kepentingan nasabah; dan/atau

c. melakukan kegiatan usahalain di luar kegiatan usaha sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 3.

Pasal 5

Kurs jua beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan olen PVA sesuai dengan mekanisme
pasar.

BAB Il
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Bagian Kesatu
Badan Hukum dan Modal Disetor PV A Bukan Bank

Pasal 6

PV A Bukan Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan ketentuan :
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(1)

)

maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan jual beli UKA dan pembelian TC;
dan

pemegang saham perseroan terdiri dari warga negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia.

Pasal 7

Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank ditetapkan paling sedikit

sebesar :

a.  Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi PVA Bukan Bank
yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten
Badung, serta Kotamadya Batam; atau

b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi PVA Bukan Bank yang didirikan
di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a.

Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank tidak berasal dari dan/atau

untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Bagian Kedua
Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Pasal 8

Direksi dan Dewan Komisaris PVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagal
berikut :

a
b.
C.

d.

warga negara Indonesia;
tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi
kredit pada Bank Indonesia;
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang
perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang
dadam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;
tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris
dari suatu perseroan terbatas dengan kegiatan usaha PVA yang dicabut izin
usahanya oleh Bank Indonesia karena pelanggaran, dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan

memiliki  komitmen untuk melaksanakan tugas dan
kewgjiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai
pedagang valuta asing dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang saham PV A Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a
b.
C.

d.

perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi
kredit pada Bank Indonesia;

tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang
perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang
daam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap; dan

memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai pedagang
valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 10
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Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank dilarang
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kepentingan
pribadi dengan menggunakan PV A Bukan Bank sebagai sarana.

(1)

)

3)

(1)

)

3)

(1)

)

3)

(4)

(1)
)

3)

Bagian Ketiga
Perizinan PV A Bukan Bank

Paragraf 1
PV A Bukan Bank

Pasal 11
PV A Bukan Bank melakukan kegiatan usaha sebagal mana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) setelah mendapat izin usaha sebagai PV A dari Bank Indonesia.
Izin usaha sebagal PVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan
kepada pihak lain.
Persyaratan dan tata cara permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di lokasi tempat usaha pemohon izin
usaha PVA Bukan Bank untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan izin
usasha PVA Bukan Bank dengan kondisi di lapangan, kelayakan lokasi dan
kesiapan pemohon izin usaha PV A Bukan Bank.
Pemeriksaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemohon izin
usaha PVA Bukan Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dan Pasal 9.
Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 13
Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pemohon izin usaha PVA Bukan
Bank harus menghadiri penyuluhan ketentuan terkait dengan PVA yang diadakan
oleh Bank Indonesia.
Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah hasil
pemeriksaan di lokas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan layak
oleh Bank Indonesia.
Daam hal Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pemohon izin usaha
PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, maka pemohon
izin usaha PV A Bukan Bank dinyatakan membatalkan permohonannya.
Dalam hal seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pemohon izin
usaha PVA Bukan Bank telah menghadiri penyuluhan ketentuan terkait dengan
PVA yang diadakan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan izin usaha
sebagal PVA.

Paragraf 2
PV A Bukan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Pasal 14
PV A Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
PVA Bukan Bank yang memperoleh izin kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib
melakukan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan
PPT dengan memuat kebijakan dan prosedur APU dan PPT untuk kegiatan usaha
Pengiriman Uang.
Persyaratan dalam pengajuan permohonan izin untuk melakukan kegiatan usaha
Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam melaksanakan
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(1)

)

3)

kegiatan usaha Pengiriman Uang, PVA Bukan Bank wajib tunduk pada ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Pasal 15
Bagi pemohon izin usaha PVA Bukan Bank yang sekaligus mengaukan
permohonan izin untuk melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang, harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Jangka waktu pemberian izin atau penolakan secara tertulis permohonan kegiatan
usaha Pengiriman Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kegiatan
usaha Pengiriman Uang, tidak berlaku bagi permohonan kegiatan usaha Pengiriman
Uang yang digukan bersamaan dengan permohonan izin usaha PVA Bukan Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Persyaratan dan tata cara permohonan untuk mendapatkan izin usaha PV A Bukan
Bank yang sekaligus mengagjukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan
usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Kewagjiban PVA Bukan Bank

Pasal 16

PV A Bukan Bank wajib memasang:

a
b.
C.

(1)
)
3)

logo PV A berizin,
tulisan “Pedagang Vauta Asing Berizin” (“Authorized Money Changer™); dan
sertifikat izin usaha.

Bagian Kelima
Pembukaan Kantor Cabang dan Gerai (Counter)
PV A Bukan Bank

Paragraf 1
Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 17
Pembukaan kantor cabang PV A Bukan Bank wajib memperoleh persetujuan Bank
Indonesia.
Persetujuan pembukaan kantor cabang PV A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang dialihkan kepada pihak lain.
Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang PV A Bukan Bank akan diatur
lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Bagi PVA Bukan Bank yang akan membuka kantor cabang di wilayah DKI Jakarta,
Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung, dan/atau Kotamadya Batam harus
mempunyal modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
Rupiah).

(1)

Pasal 19
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di lokas tempat usaha kantor cabang PV A
Bukan Bank untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan persetujuan
pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank dengan kondis di lapangan,
kelayakan lokasi dan kesiapan pembukaan kantor cabang.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi
persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18.

(3) Hasll pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada PV A Bukan Bank.

Pasal 20
Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pembukaan kantor cabang, dalam hal lokas
usaha kantor cabang PV A Bukan Bank dinyatakan layak.

Paragraf 2
Pembukaan Gerai (Counter)

Pasal 21
(1) Pembukaan gerai (counter) di luar kantor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan
kepada Bank Indonesia.
(2) Gera (counter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan
jangka waktu tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
(3) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan pembukaan gerai (counter) oleh
PV A Bukan Bank diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Pemindahan Alamat Kantor PV A Bukan Bank

Pasal 22
(1) Pemindahan alamat kantor PV A Bukan Bank wajib memperoleh persetujuan Bank
Indonesia.
(2) Persyaratan dan tata cara permohonan pemindahan alamat kantor PV A Bukan Bank
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23
Bagi PVA Bukan Bank yang akan memindahkan alamat kantor pusat dan/atau kantor
cabang ke wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung, dan/atau
Kotamadya Batam harus mempunya modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00
(duaratus lima puluh juta Rupiah).
Pasal 24
(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di lokasi baru alamat kantor PV A Bukan
Bank untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan persetujuan pemindahan
aamat kantor PV A Bukan Bank dengan kondis di lapangan, kelayakan lokasi dan
kesiapan kantor yang baru.
(2) Hasll pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secaratertulis kepada PV A Bukan Bank.

Pasal 25
Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pemindahan alamat kantor, dalam hal lokas
usaha PV A Bukan Bank dinyatakan layak.

Bagian Ketujuh
Perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham PV A Bukan Bank

Pasal 26
(1) Daam ha PVA Bukan Bank akan melakukan perubahan Direksi, Dewan
Komisaris dan/atau pemegang saham, maka calon Direksi,, Dewan Komisaris
dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
sebelum menduduki jabatannya.
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(2) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau perubahan pemegang saham
PVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia wagjib
dilaporkan olen PVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia diserta dengan
dokumen pendukung.

Pasal 27
Caon Direksi,, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank
sebagai mana dimaksud pada Pasal 26 harus :
a. memenuhi persyaratan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9; dan
b. menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA vyang
diadakan oleh Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 28

(1) Bank Indonesia memerintahkan kepada pemegang saham untuk melakukan
penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dalam hal Direks dan/atau Dewan
Komisaris terlibat tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang
perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

(2) Bank Indonesia memerintahkan kepada pemegang saham untuk mengalihkan
sahamnya kepada pihak lain, dalam hal pemegang saham terlibat tindak pidana
pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan
Perubahan Nama, Modal Dasar dan/atau
Modal Disetor PV A Bukan Bank

Pasal 29
Perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank
Indonesia setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari instans yang
berwenang.

Pasal 30
(1) Perubahan modal dasar dan/atau modal disetor PV A Bukan Bank wajib dilaporkan
kepada Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan dan/atau surat penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
(2) Jumlah modal disetor PVA Bukan Bank setelah mengalami perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kesepuluh
Penghentian Sementara atau Permanen Kegiatan Usaha
PVA Bukan Bank

Paragraf 1
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
PV A Bukan Bank

Pasal 31
@ PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam
hal melakukan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang
bersifat sementara.
2 Penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
paling lama 6 (enam) bulan.
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3)

(4)

(1)
)

3)

(4)

()

PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatan usaha yang bersifat
sementara wajib membuka kembali kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor
cabang setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua
puluh) hari kerja sgjak berakhirnya jangka waktu penghentian kegiatan usaha yang
bersifat sementara.

PVA Bukan Bank dapat membuka kembali kegiatan usaha yang bersifat
sementara sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2),
dan wajib melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat
20 (dua puluh) hari kerja sgjak dibukanya kembali kegiatan usaha.

Paragraf 2
Penghentian Permanen Kegiatan Usaha
PV A Bukan Bank

Pasal 32

PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatan usaha secara permanen,

wajib melaporkan penghentian tersebut kepada Bank Indonesia.

Daam hal penghentian kegiatan usaha secara permanen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kantor pusat dan seluruh kantor cabang, maka laporan wajib

melampirkan dokumen:

a. aasan penghentian;

b. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan
usaha PV A Bukan Bank;

Cc. pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian
kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bukan Bank telah diselesaikan
dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab
pemegang saham.

Daam hal penghentian kegiatan usaha secara permanen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terhadap seluruh atau sebagian kantor cabang, maka laporan wajib

memuat alasan penghentian.

Atas penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan seluruh kantor cabang secara

permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin usaha PVA Bukan Bank

dinyatakan tidak berlaku.

Atas penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan pembukaan kantor cabang PV A

Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PEDAGANG VALUTA ASING BANK

Bagian Pertama
Perizinan PV A Bank

Pasal 33

PVA Bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapat persetujuan dari
Bank Indonesia.

(1)

Pasal 34
Bank Umum Bukan Bank Devisa, Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa, BPR,
atau BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a memiliki rasio Kewgjiban Penyediaan Modal Minimum sesua dengan
ketentuan yang berlaku;
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3)

b. mencantumkan rencana kegiatan usaha sebaga PVA dalam Rencana Bisnis
Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan
Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR atau BPRS; dan

c. menyertakan rencana kesiapan operasional.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk

BPR atau BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.  memiliki tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir tergolong
sehat; dan

b. memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan

data Bank Indonesia.

Pasal 35

Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan
oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagal berikut:

a

(1)

)

3)

(4)

(1)

bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat
Perizinan dan Informasi Perbankan JI. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang juga melakukan kegiatan berdasarkan
prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi
Perbankan J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa dan BPRS yang berkantor pusat di
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cqg.
Direktorat Perbankan Syariah, J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia cqg. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, J.
M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Perkreditan Rakyat; atau

bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa, Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa,
BPR atau BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi
bank dimaksud.

Pasal 36
Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan PVA Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan dari
Bank Indonesia dikeluarkan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PVA Bank
tidak melaksanakan kegiatan PVA, persetujuan yang telah diberikan dinyatakan
tidak berlaku.

Pelaksanaan kegiatan PV A wajib dilaporkan oleh kantor pusat bank kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan
kegiatan PV A.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan PV A pada Kantor-Kantor Bank

Pasal 37
PVA Bank dapat melakukan kegiatan PV A pada kantor-kantor di luar kantor pusat
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a rencana kantor bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA
telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi Bank Umum Bukan Bank
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(1)

)

3)

(1)
)

Devisa dan Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa, atau Rencana Kerja dan
Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
b. melaporkan rencana tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum pelaksanaan kegiatan PVA diserta dengan rencana kesigpan
operasional.
PVA Bank wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan PVA di kantor bank kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan
kegiatan PV A.

Bagian Ketiga
Penghentian Kegiatan Usaha PV A Bank

Pasal 38

PVA Bank dapat menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai PVA di kantor

pusat dan di kantor-kantor lainnya dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana

penghentian tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sebagai PV A, dilampiri
dengan dokumen:

a. adasan penghentian;

b. pernyataan dari PVA Bank bahwa seluruh hak dan kewagjiban yang terkait
dengan kegiatan PVA Bank yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian
telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PV A Bank.

Persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA disampaikan oleh Bank

Indonesia kepada PVA Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

surat permohonan penghentian kegiatan usaha sebagai PV A diterima lengkap oleh

Bank Indonesia.

Pel aksanaan penghentian kegiatan PV A Bank sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal
pel aksanaan penghentian kegiatan PVA.

Pasal 39
PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha sebagai PV A pada satu atau lebih
kantor-kantor di luar kantor pusat bank.

Pelaksanaan penghentian kegiatan PV A di kantor-kantor di luar kantor pusat bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bank
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal
pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bank dengan disertai aasan
penghentian.

Pasal 40

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2),
Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan
yang diatur sebagai berikut:

a

bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor
Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cg. Direktorat
Pengawasan Bank terkait, J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang juga melakukan kegiatan berdasarkan
prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia cg. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.
M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa dan BPRS yang berkantor pusat di
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampai kan kepada Bank Indonesia cqg.
Direktorat Perbankan Syariah, J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
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d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia cg. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, JI.
M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350; atau

e bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa, Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa,
BPR, dan/atau BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi
bank dimaksud.

Bagian Keempat
Saldo Harian Pos Aktiva Dalam Vauta Asing

Pasal 41
PVA Bank diperbolehkan memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing paling
tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor.

Bagian Kelima
Status PV A Bagi Bank Y ang Dibekukan atau Dicabut 1zin Usaha

Pasal 42
Persetujuan PV A Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dinyatakan tidak berlaku
dalam hal seluruh kegiatan usaha Bank yang bersangkutan dibekukan atau izin usaha
Bank dicabut oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 43

(1) BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus, belum memenuhi
ketentuan modal disetor, atau kepengurusan tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagal PV A.

(2) Kegiatan usaha sebagal PV A sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
kembali setelah BPR dan BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari status
pengawasan khusus, memenuhi ketentuan modal disetor dan kepengurusan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
(APU DAN PPT)

Pasal 44
PVA wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 45

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.

(2) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

(3) Daam melakukan pengawasan terhadap PV A Bukan Bank sebagamana dimaksud
pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menyampaikan surat pembinaan yang wajib
ditindaklanjuti oleh PV A Bukan Bank.

(4) Pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bank dilakukan sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenal pengawasan bank.

Pasal 46
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(1)
)

(1)

)

(1)

)

3)

Pengawasan langsung bagi PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (2) dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap PV A Bukan Bank.
Pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara umum dan/atau
khusus.

Pasal 47

Daam pelaksanaan pemeriksaan terhadap PVA Bukan Bank sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan

atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap PV A Bukan

Bank.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan

sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pemeriksaan yang
dilakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
mengenai rahasiajabatan; dan

b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia.

Pasal 48

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2), PVA wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia secara
lengkap, benar, dan akurat.
Laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. bagi PVA Bank:

1. laporan berkala berupa LKU

2. laporan lainnya setiap waktu apabila diperlukan.
b. bagi PVA Bukan Bank:

1. laporan berkalayang terdiri dari LKU dan laporan keuangan.

2. laporan lainnya setiap waktu apabila diperlukan.
PVA wajib melakukan pencatatan transaksi dan menyimpan dokumen dan warkat
yang berhubungan dengan transaks sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 49

Batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(2) diatur sebagai berikut:

a
b.

C.

(1)

)

(1)

PVA Bank dan PVA Bukan Bank wajib menyampaikan LKU setiap triwulan paling
lambat pada akhir bulan berikutnya.

PVA Bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib
menyampaikan LKU setiap bulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

PV A Bukan Bank wajib menyampaikan laporan keuangan paling lambat pada akhir
bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 50
PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala, apabila
laporan berkala tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49.
Dalam ha tangga berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan berkaa
sebagai mana dimaksud pada Pasal 49 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur
maka |aporan berkala disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 51
PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala, apabila laporan
berkala disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 huruf a sampal dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya batas waktu
tersebut.
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(2) PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala, apabila Bank
Indonesia belum menerima laporan berkala sampal dengan batas waktu
sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

(3 Daam hal PVA Bank dinyatakan tidak menyampakan laporan berkala, hal
tersebut tidak meniadakan kewagjiban PVA Bank untuk menyampaikan laporan
berkala kepada Bank Indonesia.

(4) Daam ha tangga berakhirnya penyampaian laporan berkala sebagaimana
dimaksud pada Pasal 49 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka
laporan berkala disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 52
(1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), PVA wajib
menyampai kan:
a laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa; dan
b. laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan laporan transaks keuangan
yang dilakukan secaratuna dalam jumlah kumulatif tertentu.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKS

Bagian Pertama
PV A Bukan Bank

Pasal 53
Dalam hal PV A Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam
Peraturan Bank Indonesiaini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:

a teguran tertulis pertama;
b. teguran tertulis kedua;
C. peringatan khusus;

d. pencabutan izin usaha.

Pasal 54
(1) Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis pertama sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 53 huruf a, ddam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai

berikut:

a tidak memasang logo PV A berizin, tulisan “Pedagang Valuta Asing Berizin”
(“Authorized Money Changer”), dan sertifikat izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16;

b. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17;

c. tidak melaporkan pembukaan gerai (counter) di luar kantor PV A Bukan Bank
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21;

d. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

e. melakukan perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang
saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26;

f.tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29;

g. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30;
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3)

(4)

h. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor
cabang yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2);

i. tidak melaporkan pembukaan kembali kegiatan usaha setelah
penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4);

j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor
cabang yang bersifat permanen sebagamana dimaksud dalam Pasal 32;

K. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (2) huruf b secara lengkap, benar dan akurat;

l. terlambat menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan lainnya
hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
dan/atau

m. tidak melaksanakan kewajiban-kewgiban sebagal penyelenggara
kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenal kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 huruf b, dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai

berikut:

a tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sgjak tanggal dikeluarkannyateguran tertulis pertama; dan/atau

b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk kedua kali dalam waktu 6 (enam) bulan sgjak tanggal dikeluarkannya
teguran tertulis pertama.

Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasa 53 huruf ¢, ddam ha PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran

sebagai berikut:

a.  melakukan kegiatan usaha yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4;

b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk
kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10;

c. tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28;

d. tidak menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme sebagai mana dimaksud dalam Pasal 44,

e. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga
batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
dan/atau

f.tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sgjak tanggal dikeluarkannyateguran tertulis keduga;

Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan

Bank:

a. tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat 6 (enam) bulan sgjak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan khusus,
atau

b. apabila diketahui kemudian bahwa modal disetor untuk mendirikan PVA
Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berasal dari
dan/atau untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 55

PVA Bukan Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1), izin usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56
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Daam ha PVA Bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang
melakukan pelanggaran pada kegiatan usaha PVA dan/atau kegiatan usaha Pengiriman
Uang, maka pengenaan sanks tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai Pedagang Valuta Asing.

(1)

)

3)

(4)

()

(6)

Bagian Kedua
PVA Bank

Pasal 57
PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. tegurantertulis;
b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
c. persetujuan kegiatan PV A yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran tertulis,
b. penilaian mangemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
C. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-
pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan
dan kepatutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai
penilaian kemampuan dan kepatutan.
PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.  bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk
setiap keterlambatan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk
setiap keterlambatan.
PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.  bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk
setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
b. bagi BPR dan BPRS
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk
setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
PVA Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanks sebagai berikut:
a.  bag bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk
setiap laporan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk
setiap laporan.
PVA Bank yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (3), dikenakan sanksi sebagal berikut:
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(1)

)

a.  bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
Rupiah) untuk setiap laporan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
Rupiah) untuk setiap laporan.
PVA Bank yang menyampaikan laporan secara tidak benar dan tidak akurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.  bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk
setiap laporan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewagjiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk
setiap laporan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung,
serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia dan
PVA Bukan Bank yang telah memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya
Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam berdasarkan persetujuan
pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini wajib memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta Rupiah) paling lambat tanggal 5 September 2012.

Permohonan izin usaha PV A Bukan Bank yang sudah diterima oleh Bank Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diproses sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia N0.9/11/PBI1/2007 tanggal 5 September 2007 tentang
Pedagang Valuta Asing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia.

Pasal 60

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiaini maka:

a

b.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI1/2007 tanggal 5 September 2007 tentang
Pedagang Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI1/2007
tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Vauta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4764) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesiaini.

Pasal 61

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
Indonesiaini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2010
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 146


http://www.djpp.depkumham.go.id

